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1. mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah atau PERDA Kendal 

mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

2. Kerjasama Polres Kendal dengan Dinas Tenaga Kerja kendal sangat 

penting dilakukan sehingga akan mendorong penanganan kejahatan human 

trafficking secara optimal. Penanganan kejahatan human trafficking akan 

dapat berhasil dengan baik apabila terwujud kerjasama Polres dengan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Dengan demikian, kerjasama Polres 

dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten akan dapat mendukung 

Penanganan kejahatan human trafficking. 
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